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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

mor . 41 Tahun : 2001 Seri @ A No. : 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES

imbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Brebes Nomor @ Tahun 1989 tentang Pajak Sarang
Burung telah dicabut dengan Peraturan Daerah
Kabupalen Daerah Tingkat 11 Brebes Nomor 15
Tahun 1998 sebagai konsekwensi dari pelaksanaan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;

b. bahwadengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 berdasar pasal 2 ayat (4) kewenangan
pemungutan pajak diserahkan pada Kabupaten ;
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Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentar,
., Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Brebe

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan,
Hukum Acara Pidana ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Bad,
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor &
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone:
Nomaor 3684); ﬂ

4. Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 tenta:
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar:
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembar: 1

Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentar
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembar:)
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambah.4
Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19¢
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 383¢

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentar!
Perubahan atas Undang-undang Nomor : 18 Tah
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daer:
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambah®
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048

E;. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 199
tentang Pajak Daerah (Lembaga Negara Tahun 1%
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 369!’

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 200

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawal’
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Kevangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomwwr 3 .

10 Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan
Pemenntah dan Rancangan Keputusan Presiden,

| L1 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun
| 997 tentang  Penyidik Pegawar Negeri Sipil di
i linghungan Pemernintah Dacrah;

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pungutan Pajak Daerah:;

|3, Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang  Tata  Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

I15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes Nomor [O/Kpt. DPRD/VIL2001
tentang Persetujuan Penetapan Peruturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Pajak Sarang Burung Walet,

Dengan Persetujuan

'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

lenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.
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|
BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;

¢. Bupati adalah Bupat Brebes,

d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.

¢. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengels
Keuvangan Dacrah Kabupaten Brebes

f. Pejabat adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Breke

g. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Persero;
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usab,
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapu

persekutuan, perkumpulan, Firmakongsi, Koperasi, Yayasan an
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tei:

serta Badan Usaha lainnya |

h. Pajak sarang Burung yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungut:
Daerah atas usaha / Pemeliharaan Sarang Burung Walel.

i. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet, Seriti dan sejenisny:
yang pengusahaannya diambil dari dalam bangunan / rumah maupe
dari luar bangunan / rumah-rumah,

j. Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peratur:
perundang-undangan Pajak diwajibkan untuk melakukan Pembayarr
Pajak.

k. Masa Pajak adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bats
wiaktu bagi WP untuk membayar pajak.

I Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingh’
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pujak un[i|
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melaporthan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang
menunit Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah,
o Surat Setoran Pagak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
Csurat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran Pajak vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
Lain vang ditetapkan oleh Bupati,
surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
- adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang
lerutang,
. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan
hesarnva jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
hekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
: dan jumlah yang masih harus dibayar.
f: p. Surat ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
- selunjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keletapan yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan .

q.: Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Qung selanjutnya
mencniukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan,
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah Pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tdak ada kredit pajak.

]

s. | Surat Tagiban Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD., adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.

1. | Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
- dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka Pengawasan
Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah, dan Retribusi
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Doersh herdaearkon Peraturin Perundang-umbangan Perpajaban dan Ry N

u Penyvidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Ry (20 Nilan Jual sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihnung
adalah seranghaian tindakan yang dilakukan olch penyidik PNy y ! | dlengan men palikan jumlah perolchan Sarang Burung Walet dengan
selanjutnya disebut penyvidik, untuk mencart serla MEREUmMpey - s standar £ nilal pasar Sarang Burung Walet.

bukti vang dengan bukii e membuat lentang tirwlak pidang tihyy ¢ 1) Harga standar 7 nilan pasar sehagaimana dimaksud pada ayat {2) pasal

s Pl lﬂ}mh . reREm; | i dlitetapkan secara periodik sesuar dengan harga pasar yang berlaku

tersanghanya. - A .

L - dengan Keputusan Bupari.

v, Masa Pagak adalah Suatu jangka wakiu tertenia yang memimsikan : B )
. : \ stiap masa pengambilan Sarang Burung Walet, wapib melaporkan

waktu hagzi Waph Pajak untuk membayar pajak. i"-h Sy pr: ¥ : : '!. . R ;
| hepada Bupati atau unit kerja / Pejabat yang ditunjuk.

BAB 11 [

NAMA. OBYEK. SUBYEK DAN WAJIB PAJAK ' Pasal 5

Pasal 2 rip Pajak ditetapkan sehesar 15 % ( lima helas prosen ) dari Nilai

pe rolehun Sarng Burung Waler

{ 1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Fajak stas g
Penguzahaan / Pemeliharaan Sarang Burung Walet.

(2) Opyek Pajak adalah setizp Pengusahaan / Pemeliharaan §
Murunz Walet.

BAR IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJARK
Pasal 3 : ‘

(1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki da Pasal 6

atau mengusahakan / memelihara Sarang Burung Walet.

} Pajak vang werutang dipungut di Wilavah Daerah Kabupaten Brebes.
(2) Wajib Pajah adalah Pengusaha Sarang Burung Walet. e e Y S

2 ) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip
sebaganmana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan

BAB 111 dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayar (1),
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4 BAB ¥

{1y Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Mil::'p..
Perolchan Sarang Burung Walet setiap masa panen.

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
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B [ |
L
Pasal 7
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu)iahun taky, o=, Wajib Pajak yang membayar sendini, SPTPD sehagaimana dimaksud
petcla pasal 11 ayat £ 1) Peraturan Dacrah ind, digunakan untuk menghiunz.

sehagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak tcrutang.
| memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang erutang,

Pasal & A Dalam jangka wakte 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak.
Rupatr dapat menerbathan
Tahun pajak adalah jangka wakiu yang lamanya salu tahun taky, 4. SKI'DKR :
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak s, h SKPDKRT :
dengan tahun takwim. | ¢ SKPDN :
Pasal © (41 SKPDEB schagaimana dimaksud pada ayat (3) herul a pasal ini
diterbitkarn

a. Apalala berdasarkan hasil pemeriksaan atae keterangan lain Pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
b. Apabila 5PTPD ridak disampaikan dalam jangka wakte yang

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambg),
Sarang Burung Walet; .

Pasal 10 ditentukan dan telah ditegur secara terulis
¢, Apabila kewajiban mengisi SFTPD tdak dipenuhi. Pajak yvang
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. terutang dihitung secara Jabatan:

(2) SPTPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dj;, {5 SKPDKBT sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini

dengan jelas. benar dan lengkap serta ditandatangam oleh wajib F.w | diterbitkan apabita ditemukan data baru atau data yang semuls belum
| terunghap vang menyebabkan penambahan jumlah pajak vang

| terutang.

atau Kuasanya,

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayag)
Peraturan Daerah, ini Pejabat atas nama Bupati menetapkan Pﬂj,[[ﬁ}SHPDN sehagaimana dimaksud pada avat {3) huref ¢ pasal im
" | diterbitkan apabila jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan

terutang dengan menerbitkan SKPD.
| jumlah kredit Pajak atau pajak tidak tenutang dan tidak ada kredin pajak.

BAB VI (7) Apahila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
' I SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal
TATA CARA FENETAFAN FAJAK - imi tidak atae tidak sepenuhaya dibavar dalam jangka wakiu yang

telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.
: . i Penambahan jumlah Pajak yang terutang schagaimana dimaksod pada
v 1) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud pada pasal 10ayat (I | | | ayat 15) pasal ini tidak dikenakan pada wajib pajak apabils melaporkan
Peraturan Daerah ini Pejubat atus nama Bupati menetapkan P3| | e ©obelum dilakukan tindakan pemeriksaan,
lerutang dengan menerbitkan SKPD. :

Pasal 11

[
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BAR VII I
u
SANKS] AD \-“""""‘iTRﬂ"‘it perun Ekape yang T'l‘lﬂﬂ:fﬂhill"lli.hl'l p-:ﬂa.ml'l.ﬂ.un jl.lml:lh P‘ﬂ_j-ilhn I'Eﬂﬂ-'-'-ﬂg-
2 = > . akan dikenakan sanksi admanistrasi berupa kenaikan sehesar 100 %
Pasal 12 | {seratus proscn ) dan jumlah kekurangan pajak fersebut;

fl}ﬂpth]ﬂ ['h'llj-:l masa r...L-“FJth:“ SHTHHF Burung Waler Ligt ITIHI{PDH l-l.‘hﬂg-ifl.ﬂ'tﬂﬂil flll'ﬂ:.}!.li.ﬁud p-i-dd Fl-:l.'ml 11 ayal (D] hurufl
mll_l[;]r” swhkan LE"F’:".t:l “uru"l dihl:n:lku" -!;_““Lhi ﬂtlnl:illl"'-lri}"q.l I!und | 1 lIIh‘Fh"L'ﬂ-ﬂ :I[I.Ihll..l.illml-'l-h Fﬂjﬂ: }'Lr;il:mmﬂ.ﬁ-:.!m 'tll:le]:':;kngaP

i [ 1 - Jis i 1  F I L ]

H.O. nya dicabt | jumlah kredit pajak alau pajak: tidak crutaog dan tidak. oda kred

¥ 1 jeik:
2) Apabila SKPD iman: 5 syat (1) pasal inj gy b 4 ™Y
! };[E :u.:;,i Z-h::.hﬂgm'r‘.m . du.m}ﬁ.m.d md? = 1 . ::} itie: i [H; Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
g dibayar setelah lewat wakiu paling lama . T2y sl b ik 16 oo Bl sl s B :
hari sejak SKPD diterima. dikenakan sanksi admimsirast bep, o 7 Fors :|'tn.u l.i:!I:I.. '-erwrnl:lhny: dibayar z;u:.m Pn:h e 'Pﬂ'i-‘lyn;m
' ar 2 % ; iz lan Jditagih den. | 4™ = ! 2
:::::f:h:li:ﬂ;’rﬂ’uf e tn*_ telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan

!,-.;ml-.s.i administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan.
(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atay ketersngan lain p, = |

vang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sgy | |
admimistrasi  berupa bunga scbesar 2 % (dua proscid setiap by
dihitung duri pajak yang hurang atau terlambat dibayar untuk jan. - TATA CARA PEMBAYARAN
wakiu paling lama 24 (dua pulub empat) bulan terhilung sejak .
ferutangnya pajak ;

BAR VIII

Pasal 13

1y Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau dstempat lain yang

K A.Pdhilu SELELESAUR. disampid an ﬂ“hm, nghd et ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis. dikenakan sgp SKPD. SKPDEBT dan STPD -

J?Timslrésl. hcll'upu hengs mhc_r.:jr =2 !_du.il F.m_bu.m Mﬂm?. hu;?]‘ Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk.
dihitung duri pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jang B ; . :
) 2 a 1 e : I'mMI penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
wakiu paling lama 24 (dua palub crpat) bulan diItung ssjaksl §,muonva ) 224 jam atar dstam wakt yang ditentkan oleh Bupeti
lt:rul:]f't_s_:ny': Fﬂjiﬂﬁ E A . . . 3 i’cmba}'nmn Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2)
{5) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tduk dipenuhi, Pajak yo pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.
terutang dihitung sccara jabatan dan dikenakan sanksi adminise
berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung darip. |
vang kurang atau terlambat  dibayar untuk jang
wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak «/) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ,
terutangnya Pajak ; 1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) hun'! mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu setelah
diterbitkan apabila ditemukan dats baru atau daa yang semula kel memenuhi persyaratan yvang ditentukan,

Pasal 14
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(3) Angsuran Pembayaran Pajak schagaimana dimaksud pada ay

pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturul-lurul de,,

I 13
- | Pasal 17

dikenakan bunga sehesar 2 % (dua proscn) setiap bulan dari Jurs .-|'| sural Teguran atau-Sural Peringatan atau Surat lain yang sejenis

Pajak vang belum atau kurang dibayar ;

wchagai awal tindakan pelaksanasn penagihan pajak dikeluarkan 7

{4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak o (rujuh) han scjak saat jatuh tempo pembayaran ;
menunda pembayaran pajak sampai dengan batas wakiu ¥ ‘(23 Dalam jangka wakiu 7 (iujuh) han setelah tanggal surat Teguran atau

dikenzkan bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan dari jumlah ™ melunasi pajak yang terulang;

ditentukan setclah memenuhi persyaratan yang ditentukan den, Sural Peringalan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus

yang belem atau kurang dibayar ;

(3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan olch Bupati
tata cara pernbayaran angsuran dan penundaan sebagaimeana dimg| arau Pejabat yang ditunjuk.

pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 15

| Pasal 18

‘(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat leguran atau surat

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pagy | peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan ¢i. | dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

dalam buku pénérimaan ;

{2) Bentuk. jenis, 151, ukuran tanda bukti pembayaran dan b
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasy |

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

:.g'ij Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera
| setelah 21 {dua puluh satu) han sejak tanggal Sural Teguran atad
surat Peringatan ataw surat lain yang sejems.

l

f Pazal 19

g A}mhilu Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2 x

Dalam hal ini Wajib Pajak atau Pengusaha/Pemelihara/Pemilik Sax 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat atas nama
Burung Walet tidak membayar Pajak yang menjadi kewajibannya e Bupati scgera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

dapat dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
BABIX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

| Pasal 20

I .
| Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang
' pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat
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i . 3 i
, . Poapatt karera jabatan atau atas peemobonan Waph Pajak it -
intasn penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Ne, 1) :
T PR I g B L Membetulhan SKPD atan SKFDKB atn SKPDKET atan STVD

Perintah Melaksanakan penyitaan. Pejabat atas nama Bupati menpa;,

i yang dalam penerbitannya terdapar kesalaban tulis, besalaban
Pasal 21 L g dan atsa kebelinan dalam pencrapan Peraturan Perundange-
5 I - L ' o

Serelah Kantor Lelang Negara menctapkan hari, tanggal, jam dan g, | undangan Perpajaban Dacrah .

pelaksanaan lelang. Jurn Sia memberitahukan dengan scfery e by, Membatalhan atin menguranghan ketetapan pajak yang tidak
tertulis kepada Wajib Pajak. || benar

¢ . Menguranghan atau menghapushan sanks: adminstrasi berijo
- | bunga, denda dan kenarhan pagak yang terutang dalam hal sanb
FARIT  tersehut dikenakan karena kekhilalan Wanb Pajak atan buban

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksy, | harcna kesalilumn.
penagiban Pajak Dacrah ditetapkan oleh Bupati, 8y PPermohonan pembetulan, pembatalan, penzurngan ketetapan L
snghapusan atau pengurangan sanksi admnisirasi atas SKPL.
E}{PDHH. SKPDKDT dan STPD sebagamana dimaksad pasal ini
Barus disampaikan secara tertulis oleh Waph Pajak kepada Bugpan
s : o - ! ! erlu.h.l.i Pejabat selambat-lambatnva Minza pulubo har scjak ginegsal
FERCURAINEAN, KERTNEANATE DAN PEMBED NPAJW diterimanya SKPD. SKPDKH. SKPDKHAT dan STPD denpan
| 1 §
U pembenkan alrsan yang jelas,
Pasal 23 '

BAB X

=3J 1;"n.:rjuhul: atas namas Bupan paling lama | osaiu) bulan sejak surat
(1} Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mzmhﬂm:; permehonan sehagaimana dimaksud padda avan (2) pasal it diterima,

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. [ quelah harus memberikan heputusan,
(2) Tata cars pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Ill_i:h-: ;L.pubilu setelah lewat waktu 1 isa) bulan sebagaimana dimaksod
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Hup:tr pada ayal (33 pasal ini Pejabat atas nama Bupati idak memberikan
,k ll:':pmumn. permohonan pembetulan, peembatalan, pengurangan
. ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

BAB XI | ,i’ri:.n,-;gap dikabulkan.
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGY |

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAY |

BAB X1
SANKS1 ADMINISTRASI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Pasal 24
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada g
melalui Pejahat atas suatu - " Apobila pengajuan keberatan sebagamana dimakssd dalam pasal 25 atau

sanding schagmmana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Dacrah i

17

a. SKPD ; .
b. SKPDKER - §ik .itulhan sehagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Pajak
c.l SKF‘DHE'I:' : hh}ﬂnhﬂikﬂ“ dengan ditambah imbalan bunga sehesar 2 % (dua prosen)
4. SKPDLE - : hulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
' : i3
c. SKPDN. :
{21 Permohonan Keberatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) o BAR X111

ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia py
lama 1 {satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB. SKPDKRT,
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak. kecuali apabila wajib Pajak g
menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena key, |
di Juar kekuasaannya, 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
131 Pejabat atas nama Bupat dalam jangka wakiu paling lambat | j,'  pembayaran pajak kepada Bupati melalui Pejabat secara tertulis dan
bulan sejak tanggal Surat Perrmohonan keberatan sebagain, menyebutkan sekurang-kurangnya :
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah member; | 2 Nama dan alamat Wajib Pajak .
keputusan. I b. Masa Pajak ;
¢. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
d. Alasan vang jelas ;

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(4) Apahila setelah lewat wakiu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaj,
pada ayat (3) pasal ini Pejubal atas nama Bupat tidak member '
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, 2} Pejabat atas nama Bupati dalam jangha waki paling lama 1 (satu)

{5) Pengajuan keberatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pas 3 i d:'mimun}'_“ Fﬂm.”hﬂ?un PEEgri e M.]:.hihn
tidak menunda kewajibun membayar pajak. ' Emh“’”.”““ R A L R R S R R

. memberikan keputusan ;

)] Amhi]ajangkn waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

Pasal 26 _ dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan,

— . . | permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap

h) Vs Pﬂjﬂk‘dﬂpﬂl meflgnjulmn banding kepada Badan Fﬂ"}ﬂm dikabulkan dan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ||:I|I.l.':|1n'l:=,I membayar kelebihan Pajak (SPMKP) ;

E RN RN Il-rip:lhi]ﬂ Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan,

'} Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasil® | nembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal inl
tidak menunda kewajiban membayar pajak. | langsung diperhitungkan umtuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud :
Pasal 27
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalyp, o
paling lama | {satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLIL 4 | Fasal 31

menerbithan Surat Penintah membayar kelebihan Pajak (5P,

(6) :\mhlh pengembalinn kelehihan pembayaran pajak dilakukan

g ava SKPDLRE, |
v it stiarss SPOL R 470 L e

prosen) scbulan atas keterlambatan pembayaran LLlnhﬂun Pag. | Cranisast dan Ketertiban Sekretariat Dacrah Kahupaten Brebes,

l’ Leniap Pengusaha/Pemelthara/Pemihik Sarang Burang Walet
diw ajibkan memiliki Surat Hain dan Bupan.

%) Ketentuan perijinan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2}

pasal ini diatr lehih langut dengan Peraturan Dacrab .

Pasal 29 ;
) Bupati dapat menuntut pengusaha / pemelihara / pemilik Sarang

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitunghan denganutany, - Burung Walet apahila :

lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan ' o g0k memiliki surat ijin yang berlaku sesuai Ketentuan;
ini. pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuamn § .'I'-'?‘-lh:- . Tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya .
sehagai bukti pembayaran. 1 o Tidak memberikan data dengan benar

BAB X1V | d Pelangzaran lainnya,

KEDALUWARSA PENAGIHAN

| BAB XVI
Pasal 30 Ir
| KETENTUAN PIDANA
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah I
melampaui jangka wakiu 5 (lima) tehun terhitung sejak sam
terutangnya pajak. kecuali apabila Wapib Pajak melakukanint
pidana di hida;jéllperpﬂjﬂkﬂn Daerah. ;’] W::_uh Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTFD
| mqu mengisi dengan tidak benar atau Bidak lengkap atau melampirkan

(2) th"] uwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada a:, I{blcmngm yang tidak benar sehingga merugikan kevangan Daerah,

- ma

| Pasal 32

-m

P““l ini tertangguh armh la - i dup.ll dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Suran Paksa atau; . dian ataw denda pahing banyak 2 {dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
b. Ada pengakuan utang Pajak dan Wajib Pajak baik Inngiungnﬂn "-Lj_uh- Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPFTPD ataw
tidak langsung. f rmm.m dengan tidak benor ataw tidak lengkop atau melampirkan
kf_,lu.mn;:_ran yang tidak benar sehingga merugikan hevangan Daerah
BAK XV | tapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tabun atau
PERIZINAN denda paling hanyish 4 tempat) kali jumlah Pajak vang terutang,
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Pasal 3} 1
i 'NEE 1 I 1 z M !
Tindak Mdana sebapgamana dimaksid dalam prasal 2 ayal (hg Melalukan penggeledihan aniuh ricndsparian hohan

i it . clarmprail jﬂ"ﬂ R
Peraturin Dacral i tidak alsguntot sete lal o lamg s lakkian peyitisn terhodos uluw bokt] Sorsebor:

: a1 khrmy @, W,
{sepuluh) Labun sejak saat tentangnya Pajak, atan hera ;
atai berakhirnva Bagian taban Pagak stan berakhimya e pagyg ' Mermontas hantuan tenaza alli dalam rangka pelaksanaan togas

Pl penyehiboan indak |'I1-1.||'|.| i bidang Perpajakan Dasrah

o Senyuruh berhenn, melarang sescrrang meningzalkan nuangan

pembubuan. peacatatan dan dokomen - dokumen lain sertd

BaAR XVII Catau tempal paida saat pemenksaan sedang herlangsung dan

: ' 4 ksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

KETENTUAN PENYIDIKAN S

‘ | wehagarmana dimaksud pada hurel e

b Memolrel seseorang yang berkaitan tindak pidana Perpajakan
I Lacrah.

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinah 0 | sfemanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa
I
|

Pasal M

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mela : sebaga tersangka ataw saksi; g

penyidiban tindak pidana di bidang Perpajakan Duerah schag,, j Menghentikan penyiikan |

dimaksud dalam Undang-undang Nomar : 8 Tahun T981 0y ppiyan tindakan lain yung perlu untuk kelancaran penyidikan
Hukum Acara Pidana | tumlak pidana di bidang Perpajakan Dacrah menurut hukum yanz

(23 Wewenang penyidik sehagaimana dimaksud pada ayal (1) pas, dapat dipertangrung jawabkan;
|
a. Menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti keterang, 3) Penyidik sebagaimans dimaksud pada ayat (1) pasal ini
laporan berkendan dengan tindak pidana di Bidang Pem - memberitahukan dimulainyz peayidikan dan menyampaikan hasil

Daerah agur keterangan atau laporan fersebut menjadi lengl, h penyvidikannya kepada Penumuot Umum sesua dengan ketentuan yang
' diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

jelas ;
b, Menehinn, mencan dan mengumpulkan keterangan mnngcn:jr-: r-'i.:::lru Pidana,

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dild | BAB XVIII

sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tert. . .
c. Meminta keterangan dan bahan bukii dari Orang pribadi nw.'sil i e s et

sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan -] Pasal 35

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokur gl 1.0 yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
- - - - B ; ]
berkenaan dengan tindak pidana di Badang Perpajakan Dﬂ_pﬂ;_pa:nm pelaksanuannya diatur lehih lanjut oleh Bupari.

T
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Pasal 36
i PENJELASAN
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d’““dunh‘ | ATAS ES
: | FPERATURAN DAERAH A EB
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memeting, | NOMOR : %?—]%?TIFHJNI o

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyg g | TENTANG

Lembaran Dacrah Kabupaten Brebes, ’ PAJAK SARANG BURUNG WALET

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi  Dacrah sesum yang

. dhamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

1944 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota dan

| Kahupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung

I jawah dalam menata dan mengurus remah tangga daerahnya untuk

i !mn.::l'l:!‘__".lll poiensi pendapatan  dalam penyelenggaraan Pemenntah
. t | dan pembangunan agar berdayva runa dan berhasil guna

MO LA D ' Bahwa Sarang Burung Walet yvang terdapat dalam Wilaysh

| Kabupaten Brebes, sangat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi,

. Loleh karena it guna mencapai hasil vang optimal dipandang perlu

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH I !..,Id.:ln}'-'l peagaturan khusus wentang pengusahaan / permeliharaan, agar
b1 kelestariannyva tetap terjamin dan dapat mendukung Pendapatan

Disahkamdi @ Brehes

1. PENJELASAN UMUM
, F
Pada Tanggal : 19 Juli 20y |
: l

RUPATI BREBES

KABUPATEN BREBES D ;
4 : . A NO.:2 ] Dacrah yang mampu membiayal penvelenggaraan Pemenntahan dan
TAHUN:2001 SERI: = mampu membiayai bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Doerah serta dapar meningkatkan kesejahteraan
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH | Masyarakat.
KABUPATEN BREBES I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PADA TANGGAL : 26 JULI 20401 { Pasal | Humufas/d v
SEKRETARIS DAERAH Pasal 2 avat(1)dan (2) : cukup jelas
| Pasal 3 ayat(1)dan (2) : cukuop jelas
| Pasal 4 ayat(l)dan(4) : cukup jelas
! Pasal 5 : Yang dimaksud
| Milai Perolehan Sarang Burung
Walet dihitung dengan mengalikan
Drs. TRI HARJONO hasil produksi pada setiap panen
Pemhbina Utama Muda " dengan harga standar / nilai pasar.
NIE 500033645 (Pasal 6 ayat{lydan(2) @ cukup jelas
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal |

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

5
8

9

10 ayat (1) s/d (3)
11 ayat (1) sfd (8)
12 ayat (1) s/d (7)
13 ayat (1) s/d (3)
14 ayat (1) s/d (5)

16
17 ayat (1) s/d (3)

19
20
21
22

23 ayat (1)dan (2) :

24 avat (1) s/d (4)

27
28 ayat (1) s/d (6)
29

30 ayat(1)dan (2) :

31 ayat (1) s/d (35)

34 ayat (1) s/d (3)
35 ayat(l)
36 ayat(l)

24

: cukup jelas
. cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas

+ cukup jelas
. cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
15 ayat (1) dan (2) :

cukup jelas

: cukup jelas
+ cukup jelas
18 ayat (1) dan (2) :

cukup jelas

+ cukup jelas
:cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

: cukup jelas
25 ayat (1) dan (2) :
26 ayat (1) dan (2) :

cukup jelas
cukup jelas

: cukup jelas
:cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas

:  cukup jelas
32 ayat(l)dan(2) :
33 ayat (1) dan (2) :

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

: cukup jelas
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